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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas dan potensi 

penyalahgunaan penafsiran terhadap hak imunitas anggota DPRD Kota. Meskipun 

dijamin oleh Undang-Undang, dalam praktiknya sering terjadi benturan antara 

perlindungan profesi legislator dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum, 

terutama terkait batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan 

tugas kedewanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum dalam 

penggunaan hak imunitas anggota DPRD Kota serta menjelaskan tujuan hukum 

yang hendak dicapai melalui perlindungan tersebut berdasarkan Pasal 372 huruf f 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3). 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hak imunitas anggota DPRD bukanlah hak kebal hukum yang bersifat 

personal, melainkan hak fungsional yang dibatasi oleh kriteria materiil (terkait 

tugas dan wewenang), kriteria ruang (baik di dalam maupun di luar rapat resmi), 

dan kriteria perlindungan fisik (inviolability) yang memerlukan izin tertulis dari 

Gubernur untuk pemeriksaan hukum. 

Tujuan hukum penggunaan hak imunitas ini adalah untuk mewujudkan 

keadilan politik, menjamin independensi lembaga legislatif, serta melindungi 

kedaulatan rakyat agar fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat berjalan tanpa 

hambatan berupa kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki 

batasan dan tidak berlaku pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, 

atau pelanggaran kode etik. 

Kata Kunci : Hak Imunitas, DPRD Kota, UU MD3 
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